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PENETAPAN 

Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Negeri  Brebes  yang  mengadili  perkara  perdata  pada

Pengadilan tingkat pertama, dalam perkara:

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh:

1. Suparno  : Manajer  Bisnis  Mikro  PT Bank  Rakyat  Indonesia  Tbk

Kantor Cabang BRI Brebes;

2. Lucky Septa Renita : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Kantor Cabang BRI Brebes, Unit Tanjung;

3. Uli  Nisa Muhibah : Mantri  PT.  Bank Rakyat Indonesia (Persero)  Tbk

Kantor BRI Cabang Brebes, Unit Tanjung;

4. Ilhaam Syafiq  H  : Mantri  PT.  Bank  Rakyat  Indonesia  (Persero)  Tbk

Kantor Cabang Bri Brebes, Unit Tanjung;

5. Yayat Nurhidayat : Petugas  Administrasi  Unit  PT.  Bank  Rakyat

Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;

6. Kasnanto : Petugas Pelaksana Gugatan Sederhana PT Bank Rakyat

Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang BRI Brebes;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.2377-KC-VIII/ADK/07/2023, tanggal

28 Juli 2023, dengan memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Brebes, Unit

Tanjung  Brebes,  Kabupaten  Brebes,  yang  selanjutnya  disebut sebagai

PENGGUGAT;

MELAWAN

1. Soidin, Tempat tanggal lahir Brebes 5 Juni 1980, Laki-laki, Alamat Desa

Sengon Rt 002 Rw 003 Kec Tanjung Kab Brebes, selanjutnya disebut

sebagai TERGUGAT I;

2. Warsini, Tempat tanggal lahir Brebes 10 Juni 1984, Perempuan, Alamat

Desa  Sengon  Rt  002  Rw 003  Kec  Tanjung  Kab  Brebes,  selanjutnya

disebut sebagai TERGUGAT II;

Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs, hal 1 of 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah  membaca  dan  memeriksa  surat  yang  berhubungan  dengan

perkara tersebut;

 Menimbang,  bahwa  di  persidangan  pembacaan  gugatan  hari  Rabu

tertanggal   30  Agustus  2023,  Kuasa  penggugat  dimuka  persidangan

menyatakan pencabutan gugatan secara lisan dengan alasan memperbaikan

gugatan; 

Menimbang,  bahwa  Herzeine  Inlandsch  Reglement (“HIR”)  tidak

mengatur  ketentuan  mengenai  pencabutan  gugatan,  Landasan  hukum  untuk

pencabutan  gugatan  diatur  dalam  ketentuan  Pasal  271  dan  Pasal  272

Reglement op de Rechsvordering (“Rv”).

Menimbang,  bahwa Pasal  272  Rv  mengatur  beberapa  hal  mengenai

pencabutan gugatan, yaitu :

a. Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan;

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah penggugat sendiri

secara pribadi, hal ini dikarenakan penggugat sendiri yang paling mengetahui

hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan. Selain penggugat

sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh penggugat.

Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus

sesuai Pasal 123 HIR.

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa;

Dilakukan  dengan  surat  Pencabutan  gugatan  atas  perkara  yang  belum

diperiksa mutlak menjadi hak penggugat dan tidak memerlukan persetujuan

dari  tergugat.  Pencabutan  gugatan  dilakukan  dengan  surat  pencabutan

gugatan yang ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri

(“PN”).  Setelah  menerima  surat  pencabutan  gugatan,  Ketua  PN

menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan.
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c. Pencabutan  gugatan  atas  perkara  yang  sudah  diperiksa  dilakukan  dalam

sidang 

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara

sudah berlangsung dan Tergugat sudah menyampaikan jawaban, maka

pencabutan gugatan harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

- Apabila pencabutan gugatan dilakukan pada saat pemeriksaan perkara

sudah berlangsung dan Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka

pencabutan gugatan tanpa harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat.

Menimbang bahwa dikarenakan dalam acara persidangan masih pada

agenda  upaya  perdamaian  maka  pencabutan  tersebut  tidak  harus  dengan

adanya ijin dari pihak Para Tergugat;

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkan  permohonan  pencabutan

tersebut di atas, sehingga memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri

Brebes untuk  mencoret  dalam  register  Perkara  perdata  Nomor:

48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs, yang telah didaftar tersebut;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  pihak  Pengugat  yang  mencabut

gugatan maka berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Memperhatikan  Pasal  271  dan  272  RV  dan  ketentuan  perundang-

undangan dan pertauran lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  Gugatan  Sederhana  perkara

Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs;

2. Menyatakan  Gugatan  Sederhana  Penggugat  yang  terdaftar  di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dalam register perkara perdata

Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs dinyatakan dicabut;

3. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Negeri  Brebes  untuk  mencatat

perihal  pencabutan   perkara  perdata  gugatan  sederhana  Nomor

48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs dalam buku register Gugatan Sederhana yang

sedang berjalan;

Penetapan Nomor 48/Pdt.G.S/2023/PN Bbs, hal 3 of 5

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp

190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah);   

Demikian ditetapkan di  Brebes pada Hari  Rabu, tanggal 30 Agustus

2023,  oleh kami  Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim, penetapan

mana dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk  umum pada hari  itu

juga,  dengan  dibantu  oleh Agung  Prastowo,  S.H.,  Panitera  Pengganti

Pengadilan Negeri Brebes dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Tergugat I

tanpa dihadiri Tergugat II;

PANITERA PENGGANTI HAKIM

            

T.T.D T.T.D

     AGUNG PRASTOWO, S.H.                 YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

P  erincian Biaya   :

- Biaya Pendafataran Gugatan (PNBP) :  Rp.      30.000,-   

- Biaya Proses (ATK) :  Rp.      50.000,-

- PNBP :  Rp.     30.000.-

- Biaya Panggilan :  Rp.      60.000,- 

- Materai :  Rp.      10.000,-

- Redaksi putusan :  Rp.        10  .000,-   

J u m l a h :  Rp.    190.000,- 

(seartus sembilan puluh ribu rupiah)
             

Salinan 
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ABDUL KADIR DJAILANI  , S.H.  
NIP. 19680301 198803 1 003

)
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